BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR %'t TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN
PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

Menimbang

Mengingat

DI KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam
Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan
Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib
Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak
Daerah di Kabupaten Purwakarta;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun




1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4893);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5069);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang
Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017
Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak
dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta
Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1516);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam
Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 126);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1956);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 |
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

18. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor
148);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN
TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH.



BAB ]
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang
dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan
layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan
status Wajib Pajak.

Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang
diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka
pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan
publik tertentu.

Keterangan Status Pajak Daerah adalah informasi yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka
pelaksanaan penelitian pemenuhan kewajiban pajak
daerah atas layanan publik tertentu.

Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan
oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

Nomor Pokok Wajib Pajak selanjutnya disingkat NPWP
adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak
sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas
Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi



10.

11.
12.

13.

14.

15.

dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Purwakarta.

Bupati adalah Bupati Purwakarta.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Purwakarta.

Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat
Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Purwakarta.

Direktorat Jenderal Pajak adalah unit kerja di bawah
Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang perpajakan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya
disingkat KPP Pratama adalah Kantor Pelayanan Pajak
Pratama yang merupakan instansi vertikal Direktorat
Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung
Jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman

dalam pelayanan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan

penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah:

a.
b.

mengoptimalkan dana bagi hasil pajak;

mengoptimalkan penerimaan pajak daerah; dan



c. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.
b.

Konfirmasi Status Wajib Pajak; dan
penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak

daerah.

BAB III
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 5
DPMPTSP melakukan konfirmasi status wajib pajak
sebelum memberikan layanan publik tertentu.
Layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:

a. lzin Mendirikan Bangunan (badan hukum/badan
usaha);

b. Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
Izin Dokter Hewan Praktik;

Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter
Hewan;

e. Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing;

Izin Usaha Pengecer Obat Hewan (Toko, Retail,
Subdistributor};

Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan;

0o

h. Izin Usaha Pemotongan Hewan dan/atau
Penanganan Daging;

1. Izin Budi Daya Hewan Peliharaan,;
J- Izin Fasilitas Pemeliharaan Hewan;

k. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas
Parkir;

1. Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional;
m. Izin Pengelolaan Limbah Padat;

n. Izin Pengelolaan Sampah;

Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. sistem informasi pada DPMPTSP yang terhubung
dengan sistem informasi pada Kementerian yang

membidangi urusan keuangan melalui Direktorat



(1)

(3)

(1)

Jenderal Pajak; atau
b. aplikasi yang telah disediakan oleh Kementerian
yang membidangi urusan keuangan melalui

Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 6
Layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) diberikan setelah pemohon
mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak dengan
status valid.
Status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu
apabila Wajib Pajak telah memenuhi syarat yang telah
ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, antara lain:
a. nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data
dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak;
dan
b. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) tahun
pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib
Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.
Apabila Wajib Pajak dinyatakan tidak valid dari sistem
informasi Konfirmasi Status Wajib Pajak, maka harus
melakukan konfirmasi ke KPP Pratama atau melalui
sistem informasi yang telah disediakan oleh Direktorat
Jenderal Pajak untuk mendapatkan Keterangan Status
Wajib Pajak valid.

BAB IV

PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN
PAJAK DAERAH

Pasal 7
DPMPTSP melakukan penelitian terhadap pemenuhan
kewajiban Pajak Daerah dari pemohon sebelum
memberikan layanan publik tertentu.
Layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), terdiri atas:



(1)

(1)

a. layanan publik sebagaimana tercantum dalam Pasal
5 ayat (2);

b. surat izin usaha perdagangan;

c. izin mendirikan bangunan (perseorangan); dan

d. tanda daftar usaha pariwisata.

Pemenuhan kewajiban Pajak Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), yaitu melunasi pembayaran

PBB-P2;

Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui:

a. sistem informasi pada DPMPTSP yang terhubung
dengan sistem informasi pada Bapenda; atau

b. aplikasi yang telah disediakan oleh Bapenda.

Pasal 8

Layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) diberikan setelah pemohon
mendapatkan Keterangan Status Pajak Daerah dengan
status lunas.

Status lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
apabila pemohon telah memenuhi kewajiban Pajak
Daerahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3).

Apabila pemohon dinyatakan Keterangan Status Pajak
Daerah belum Ilunas dari sistem informasi atau
aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4),
maka pemohon harus melaksanakan pemenuhan
kewajiban  pajak daerahnya  terlebih  dahulu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) untuk

mendapatkan Keterangan Status Pajak Daerah lunas.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 9
Pembinaan pelaksanaan penelitian terhadap

pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dilaksanakan oleh
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Bapenda dalam bentuk konsultasi, monitoring dan
evaluasi.

(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1
(satu) tahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 29 Lepeember 2020

/ Q\%BUPATI PURWAKARTA, 2

/\/&. ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 25 Sepeember 2020

SEKRETARIS DAERAH

IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 30



